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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERi BINTUHAN KELAS I

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERE BINTUHAN KELAS I}

NOMOR : W8-US/ )¢ /KP.04.5/1/2023
TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS Hi

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS i

Bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan saaran
strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas ii;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama {IKU) Instansi Pemerintah

hahwa untuk menindaklanjuti keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor - 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
dalam huruf a, b dan ¢ maka periu menetapkan Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas !l tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKuy.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 teniang perubzhan kedua atas
Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang hMahkamah Agung;
Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1586 tentang Peradilan Umum;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangks Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Mahkamah Agung Rt Nomor : 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor : 7 Tahun 2015
tentang Crganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariaten
Peradilan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umun Penetapan Indikator
Kineria;
SK Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 173/SEK/SK/1/2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama {iIKu} pada Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGER}

BINTUHAN KELAS H TAHUN 2023.
indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bintyhan Kelas i

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan
kinerja vang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas 1}, untuk
menetapkan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian
Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP}
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkuiu Tahun 2020 - 2024;
Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan

Bintuhan Kelas 1l dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Bahwa dafam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama hertujuan untuk
lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Fengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il agar tetap memiliki IKU yang
valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta

pengendalian pelaksanazn program dan kegiatan;



KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
: 02 Januari 2023




PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS Ii
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER! BINTUHAN KELAS i
NOMOR W8.U5/ 36 /KP.04.5/1/2023

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
PENGADILAN NEGER! BINTUHAN TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

MENIMBANG  : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indokator
Kinerja Utama (IKU} Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka
Pengadilan Negeri Bintuhan perlu meninjau kembali atau melakukan
reviu untuk penyempurnaan indikator;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tenteng Mahkamah
Agung;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan;

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/S/M.PAN/[2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :@ KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG

KESATU

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
KINERJA TAMBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KELAS Il TAHUN 2023;

indikator Kinerja Utama sebagaimena tercantum dalam |ampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Negeri Bintuhan, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan,
penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinera Intansi
Pemerintah {LKjlP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinefja sesuai
dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan;



KEDUA . Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk
lebih menyefaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Negeri
Bintuhan agar fetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat
dipergunkan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan
program dan Kegiatan;

KETIGA . Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan ditaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 02 Januari 2023
UA PENGADILAN NEGERI
//ﬁWﬁJHAN{!{gLAS i ‘f—/

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yih : \\_//—//

1. Direktur Jenderat Badan Peradilan Umum MA-R! di Jakarta;
2. Ketua Pengadifan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Assip,



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS Ii

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI! BINTUHAN KELAS Ii

MENIMBANG

MENGINGAT

Menetapkan

KESATU

NOMOR W8.U5/ 36 /KP.04.5/1/12023
TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

.

DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
PENGADILAN NEGER! BINTUHAN TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan indokator
Kinerja Utama (IKU} Instansi Pemerintah;

.bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Tahun 2015-2018, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka
Pengadilan Negeri Bintuhan perlu meninjau kembali atau mefakukan
reviu untuk penyempurnaan Indikator;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/S/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
KINERJA TAMBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
KELAS Il TAHUN 2023;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan Kinerja yang digunakan cleh Pengadilan
Negeri Bintuhan, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan,
penetapan Pefjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Intansi
Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluast pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan;



KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviy Indikator Kinefja Utama bertujuan untuk
lebih menyelaraskan isu-isy strategis di Lingkungan Pengadilan Negeri
Bintuhan agar tetap memiliki indikator kinerja vang valid dan dapat
dipergunkan untuk mengukur kinefia dan pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan;
KETIGA . Surat Keputusan ini mulai berfaku sejak tanggal ditetapkan;
KEEMPAT - Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
ASL! Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Binfuhan
Pada tanggal 02 Januari 2023
KEﬁEi%&GADILAN NEGER! /

ﬂmﬁlkp
ITUHAN KELAS i1
/4.;‘}3? . ,\\‘,SE\
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Yembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth g \_/
1.  Direkiur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakaria: \—/
2. Ketua Pengaditan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;

3. Arsip.



Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI BEINTUHAN KELAS 11

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS H

NOMOR W8.US/ }} /KP.04.5/1/2023
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TiM REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU}

PENGADILAN NEGER! BINTUHAN TAHUN 2023

10.

11.

KETUA PENGADILAN NEGERi BINTUHAN

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negarz
Nomor Per/20M4.PAN/S/2810 tfentang Pedoman Umum
Penetapan Indokator Kinetja Utama (IKU) instansi Pemerintah
seria sebagai upaya meningkatkan akuniabilitas kinerja
Pengadilan Negeri Bintuhan melalui penetapan indikator Kinerja
Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran target yang telah ditetapkan;

bahwa pegawai yang tersebut dalam Lampiran surat keputusan
ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat
sebagai Tim Penyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Negeri Bintuhan tahun 2018.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 ientang Peradilan
Umum;

Paraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah

Perafuran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kera dan Anggaran Kementerian
Negara/lL embaga

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintal;

Peraturan Pemerintah Nomor 3¢ Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilamn;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor
KMA/C18/SK/II/2006 tentang Organisasi dan Ketetalaksanaan
Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl;



12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/Q9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum
Peneiapan indikalor Utama Penetapan Indikator Utama di
Lingkungan insiansi Pemeriniah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparaiur Negara
Nomor PER20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor :933/SEKMOTO1.3/10/2017
tangpal 24 Okiober 2017 tentang Tim Review indikator Kinerja Ulama
{IKU);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS Il TAHUN 2023;

KESATU - Menunjuk dan mengangkat yang namanya fersebut pada lajur dua dalam
jebatan sebagaimana tercantum dalam lajur tige berlugas sebagaimana
tersebut dalam lajur empat dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA - Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bintuhan

Pada tanggal 02 Januari 2023
KET EN

GADILAN NEGER!
ANKELAS Il 7&/

ADILHAKIM, $.H.. M.H.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yih :
Ketua Mahkamah Agung R di Jakarta,
Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Urnum di dalarta;
Ketua Pengadilan Tinggi Bangkulu di Bengkulu;

_ Arsip.

G o



SUSUNAN TIM REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2023

! Nama / NIP Ditunjuk / diangkat |
} . | Pangkat /Gol. Ruang — ’set@gai .
i1 2 3 4
1 [ Adil Hakim, S.H., M.H. s ; =T
.( -rmp. 16700225 500212 1003 | KedPengadian . pefadung / Penasehat |
g | Pembina (IV/a) | - '
" 2 Rama Wijaya Puira, S.H. l f
, | NIP. 18840110 200804 1 001 Wakil Ketua i Ketua
' | Pembina {IV/a) l
{ 3 | Jumardi Lisman, S.H. i Z
! | NIP. 19800613 2006041 004 | Panitera | Penanggung Jawab
| Penata Tk. | (lil/d) [
4. | Samidi, S.H. ‘
NIP. 19690317 199303 1 004 | Sekretaris . Penanggung Jawab
L Penata Tk. | (lII/d) !
i 5 Novie Trivana Erda, S.H. i : Koordinator
| NP 19901121 2017122001 | - zfa‘a’“a Pengumpulan Data
. |Penata MudaTk. i(l) | V% | Bidang Kepaniteragn
6 Rouly Rosdiani Natalia, S. H. i . Koordinator
| NIP. 19921218 2017122002 | aKim Fratama Pengumpulan Data
| | Penata Muda Tx. ! (lli/b) ’ i Bidang Kesekretariatan__
7 | Adi Guna Lukito, S.H. Koordinator |
' NIP. 19890404 201212 1 001 Panitera Pengganti Penggabungan Data/ |
i ' Penata (lll/c) | Bidang Pengetikan
8 | Endang Sulistiono, S.H - Penyaji Data Bidang
| NIP. 19870702 201212 1 001 PaniBmN vek | Kepaniteraan Pidana
Penata (l/c) o ! |
S | Desi Wijayanti, S.H. . | Penyaji Data Bideng |
NIP. 19791208 2012122001 | " oniera Muda Kepaniteraan Hukum |
| Penata (llifc) B
| 10 | Victor Andre Stepanus, S.E Plt. Kepala Penyaji Data Bagian
! NIP. 18910413 201903 1 007 Subbagian Umum | Umum dan Keuangan
‘ i Penata Muda (lii/a) dan Keuangan i
™1 | Dinna Muharrokhmah, S.H. Kasubbag "~ Penyaji Data Bagian
! NIP. 19811121 201212 2 001 . Perencanaan, Tl dan Perencanaan, Ti, dan
L_ | Penata (Iiifc) | Pelaporan Pelaporan B
I 12 i Suman Jufian, S.E. Kepala Subbagiarn Penyaji Data Bagian |
5 NIP. 19890807 201212 2 002 Kepegawaian dan Kepegawaian dan
| Penata Muda Tk. | (1ilb) 7 Ortala Organisasi Tata Laksana
713 | Fernandes Okovano, S.H. f -
NIP. 19881016 201403 1 001 . Panitera Pengganti Operator
|

Penata (lllfc)

GADILAN NEGEF?’

N

\ADILCHAKIM, S.H., M.H.

N



